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ABSTRAK

Nama : Alda Amalia Putri

Nim : 210102289

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi

Bencana oleh Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Mik Al-
Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007
Tanggal Sidang
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Bukhari, S. Ag., M.A
Pembimbing I : Nahara Eriyanti, S.H.I.M.H
Kata Kunci : Pemanfaatan Lahan, Gedung Pusat Riset Tsunami dan
Mitigasi Bencana, Pedagang Kaki Lima, Milk Al-Daulah

Pemanfaatan lahan milik negara, khususnya Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi
Bencana, oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan berbagai permasalahan
terkait aspek hukum dan tata kelola ruang kota. Fokus permasalahan penelitian
ini yaitu pada pedagang kaki lima memanfaatkan lahan gedung pusat riset
tsunami sebagai tempat lapak dagang, aspek legalitas pemanfaatan lahan gedung
pusat riset tsunami oleh pedagang kaki lima, dan tinjauan konsep milk al-daulah
terhadap penggunaan lahan gedung pusat riset tsunami. Metode riset
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik
wawancara, serta dokumentasi. Gedung tersebut diperuntukkan sebagai pusat riset,
edukasi, dan koordinasi penanggulangan bencana, dengan kegiatan seperti penelitian,
pelatihan, pengumpulan data, serta kerja sama dengan lembaga nasional dan
internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lahan pusat riset
termasuk dalam kategori milk al-daulah, yaitu aset publik yang penggunaannya
harus sesuai dengan kepentingan umum. Namun dalam praktiknya, area sekitar
gedung dimanfaatkan oleh PKL untuk aktivitas ekonomi karena tingginya potensi
pendapatan dan rendahnya persaingan di lokasi tersebut. Keberadaan PKL di Kawasan
tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada masyarakat umum
maupun kelancaran operasional gedung tersebut. Berdasarkan Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki
lima. Pemerintah Kota berwenang untuk menata dan membina tempat usaha
pedagang kaki lima sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
Pemanfaatan ruang harus mengikuti peruntukan yang telah ditetapkan dalam
rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah harusnya dapat
menegakkan regulasi dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi
masyarakat yang bergantung pada aktivitas perdagangan kaki lima. Alternatif
solusi yang dapat diterapkan adalah relokasi PKL ke kawasan yang sesuai
dengan tata ruang kota serta penyediaan fasilitas yang mendukung kesejahteraan
mereka tanpa mengganggu fungsi utama gedung pusat riset tsunami.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
\ ARf | tidak tidak b ta’ T te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan kan titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta’ AN Te = ‘ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan a Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J Je - Fa’ F Ef




z Ha’ h ha a3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha Sl Kaf K Ka
2 Dal D De J Lam L El
3 Zal 74 zet 2 Mim M Em
(dengan
titik di
atas)
J Ra R Er O Nun N En
D Zai Z Zet K Wau W We
o Sin S Es > Ha’ H Ha
o Sywn Sy es dan ye s Hamz ¢ Apostrof
ah
U= Sad S es (dengan @ Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
Ua Dad d de
(dengan
titik di
bawah)

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1) Vokal tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:
Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
s fathah dan ya’ Ai adani
oy fathah dan wau Au adanu
Contoh:
<X -kataba
J=2  -fa‘ala
K5 Zukira

AN -yazhabu
Ji ssulila
S -kaifa

Jdsa  -haula
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya
S kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
. dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:
Ja -qala
) -ramad
Js -qila
Js&  -yaqiilu
4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk 7a’marbiifah ada dua:

1) Ta’ marbiitah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah‘t’.

2) Ta’ marbiitah mati

Ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.
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3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
WLY=y, J - raud ah al-atfal
Al 8755 - gl-Madinah al-Munawwarah
Sl - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Srg) -rabbana
J -nazzala
"l -al-birr
N “al-hajj
i -nu’ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J!'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.
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1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /// diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:
5°%g) -ar-rajulu
XY -as-sayyidatu
Oyl -asy-syamsu
ALal) -al-qalamu
adl -al-badr‘u
Jsal -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
Contoh:
G oA -ta’ khuziina

¢ sl -an-nau’
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(s -syai’un

ol -inna

&l -umirtu
i -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:
AU B3 el -Wa inna Allah lahuwa khair ar-réazigin
O EE _Fy quf al-kaila wa al-mizan
sl SR Jbrahim al-Khalil
i Wy ) 2 W _Bismillahi majraha wa mursah
Ay Mo W o za <8 -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
oo el & Al S -Man istata‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

xvi



Contoh:
Wy Sk T )Y -Wa ma Muhammadun illa rasul
O palsl i g &= -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi

@M A&y e 48, [gllazT bibakkata mubarakkan

Oy s o3l 48 (il -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu
ol M8 L 389 ) -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Tall A S B Gl -Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:
O dl) =38y Ty B -Nasrun minallahi wa fathun qarib
A Y Giea -Lillahi al-amru jami ‘an
Ay & o ke -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
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Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2)  Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrtt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-
hubungan personal dan kolektif dalam masyarakat dan menertibkan seluruh
kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.! Dalam konsep figih
muamalah, harta milik negara milk al-daulah seperti fasilitas publik yang
dibangun untuk kepentingan umum merupakan harta yang dapat digunakan
bersama seluruh masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan dan
kemaslahatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh
harta milik bersama tersebut sebagai sebuah kepentingan publik.*

Para ulama telah menetapkan ketentuan tentang milk al-daulah,
menurut Imam Abu Hanafi, berpendapat bahwa apabila bangunan yang
dibangun dipinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin
dari pemerintah dengan ketentuan tidak menggangu masyarakat yang
melewatinya, apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh
mencegah dan membongkar bangunan yang ada dilahan tersebut.’

Menurut Al-Kailani harta milik negara merupakan harta seluruh umat
yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Sehingga
kepemilikan negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai
gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya,
termasuk juga bagi kelompok non-muslim. Pengkaitan kepemilikan negara

sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang

' Ridwan Nurdin dan Anggie Wulandari, “Keabsahan Pendapatan Pada Tanah
Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Pemanfaatan Tanggul Irigasi Untuk
Tempat Usaha di Mukim Tungkop)”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1 Edisi 1
Tahun 2020, hlm 2.

2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 40.

3 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), him. 88.
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ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang
ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi
seluruh masyarakat.*

Menurut Ahmad Bin Hanbal tanah milik negara adalah tanah yang
tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh seseorang secara personal, karena
tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan
untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Tanah
terbengkalai milik negara tetap tidak boleh dimanfaatkan secara personal
warga negara tanpa ada izin dari pemerintah, tanah harus diberdayakan dan
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.’

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang
bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun
kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara
harus ada izin dari pemerintah. Seperti berdagang di sisi jalan secara
permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu akan
membawa mudharat kepada orang lain, seperti akan menyempitkan jalan,
dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan
dapat menciptakan kesemrawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.

Upaya pemerintah untuk melindungi harta milik negara sebagai
kepentingan umum meliputi berbagai strategi dan kebijakan yang ditujukan
untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab terhadap
aset negara. Pemerintah merumuskan kebijakan dan peraturan yang
mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan aset negara. Kegiatan

PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu ditata dan

4 Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan,
(Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press,2004), hlm. 58.

5 Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, (Yogyakarta: Kaukaba
Dipantara, 2013), him. 37.

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm.
21.



diberdayakan oleh pemerintah guna menunjang pertumbuhan perekonomian
masyarakat untuk mandiri dan sejahtera sekaligus sebagai salah satu pilihan
dalam penyediaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk
menghasilkan pendapatan sebagai nafkah keluarga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam
Qanun Kota Banda Aceh Pada Pasal 1 Ayat (6) Qanun No.3 Tahun 2007
tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, menyebutkan
bahwa pedagang kaki lima, sebagaimana disebut PKL adalah pedagang yang
didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau
perlengkapan usaha yang mudah dibongkar/dipindahkan yang menempati
tanah yang dikuasai pemerintah kota dan pihak lainnya. Hal ini merupakan
keinginan yang kuat bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengenali
keberadaan PKL dan menciptakan keindahan dan ketertiban di kota.
Peraturan tersebut harus ditegakkan secara konsisten untuk kepentingan
masyarakat.’

Pemerintah Kota Banda Aceh (Pemkot-Banda Aceh) dengan bantuan
dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) serta Wilayahtul Hisbah
(WH) Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penertiban pedagang kaki lima
membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan sebagian pedagang tidak
mau berpindah dari tempat berdagang, sehingga mengakibatkan Pemkot-
Banda Aceh sulit saat menertibkannya. Pedagang kaki lima sering
menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota, karena menempati ruang-

ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di irigasi, di atas

7 Pemerintah Kota Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Banda Aceh: Pemerintah Kota
Banda Aceh, 2007), him. 1.



jembatan secara ilegal. Hal ini dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat
dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Lahan gedung pusat riset tsunami tidak lagi digunakan sesuai dengan
peruntukannya, seperti pedestrian yang khusus digunakan untuk pejalan kaki,
namun wilayah pedestrian tersebut seringkali dikuasai oleh pedagang kaki
lima, sehingga pihak pejalan kaki tidak dapat menggunakan fasilitas
pedestrian tersebut, sehingga pihak Satpol-PP harus bekerja maksimal untuk
menjaga fasilitas publik tersebut, sering sekali pihak pedagang kaki lima
tidak memperdulikannya, bahkan tetap berusaha untuk menggunakan
fasilitas publik tersebut untuk kepentingan usahanya. Hal ini juga terjadi
diranah publik yang merupakan fasilitas pusat riset tsunami di wilayah
Gp.Pie Ulee Lheue, memiliki luas lahan yang merupakan perkarangan pusat
riset tsunami dibuka secara umum tanpa dipagari, namun area tersebut
ternyata juga digunakan oleh pihak pedagang kaki lima untuk menjajakan
berbagai dagangannya.

Pedagang kaki lima yang berjualan di tempat umum, seperti yang
dilakukan oleh pedagang buah-buahan, makanan, perabot rumah tangga dan
pakaian di lahan gedung pusat riset tsunami yang terletak di JL. Tgk Abdul
Rahman, Gp. Pie, (jalan Ulee Lheue ke Peukan Bada) Kecamatan Meuraxa,
Banda Aceh. Para pelaku usaha ini memanfaatkan lahan kosong di depan
gedung tersebut karena dianggap strategis untuk memperoleh pembeli
sebagai konsumennya sehingga barang dagangan yang dipasarkan oleh PKL
laris dan diminati. Hal inilah yang menyebabkan pihak pelaku usaha ini
memanfaatkan area lahan di gedung pusat riset tsunami tersebut.

Tanah tempat para pedagang kaki lima berdagang bukanlah milik
pribadi melainkan milik negara, lokasi berjualan ini banyak membuat pihak
lain yang dirugikan seperti terganggunya transportasi umum dan pencemaran

lingkungan karena pembuangan sampah di sekitarnya. Perbuatan ini semua



tentu menyalahi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang tanah
milik negara. bagi setiap orang yang melanggar maka dapat di kenai sanksi
berupa teguran tertulis, dan jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas
pejalan kaki (trotoar) dapat dikenai sanksi pidana dengan ketentuan
sebagaimana mestinya. Peruntukan jalan di luar fungsinya harus
mendapatkan izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Harta milik negara milk al-daulah yang dimanfaatkan oleh pedagang
kaki lima (PKL) merupakan bagian dari lahan parkiran gedung pusat riset
tsunami dan mitigasi bencana yang digunakan oleh pedagang kaki lima
sebagai lokasi usaha dagangan. Terdapat masyarakat yang memanfaatkan
tanah milik negara tidak melalui jalur hukum, sehingga hal seperti ini
menimbulkan berbagai dampak terhadap keberlangsungan harta milik negara
sebagai kepemilikan umum, seperti yang terjadi di gedung pusat riset
tsunami yang berlokasi di Ulee Lheue.

Sebagian kelompok masyarakat dengan sengaja menggunakan tanah
milik negara secara personal, dan juga memanfaatkan lahan gedung tersebut
untuk kepentingan pribadi. Sebagian pengguna lahan telah mengetahui
bahwa lahan yang mereka gunakan merupakan bagian yang diperuntukan
untuk kepentingan umum, dan mereka menyadari bahwa tindakan yang
mereka lakukan sangat mengganggu ketertiban umum diantaranya
mengganggu kelancaran lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi
karena faktor dorongan ekonomi yang menyebabkan mereka bersikap tidak
peduli dan pura-pura tidak tahu.®

Berdasarkan hasil wawancara para pedagang kaki lima dilahan
gedung pusat riset tsunami yang berlokasi di Ulee Lheue, telah berdiri

beberapa pedagang baik ditenda maupun dimobil disetiap harinya, mulai dari

¥ Hasil Observasi di Kawasan Lahan Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi
Bencana, Pada Tanggal 18 Mei 2024.



pedagang yang berjualan seperti jualan perabot rumah tangga, pedagang
yang berjualan baju, jualan buah-buahan, dan juga pedagang yang menjual
makanan ringan. Menurut Nurman Saat ini semakin banyak tenda-tenda
dagangan yang didirikan oleh pedagang sebagai tempat untuk menjual
dagangan. Penggunaan lahan tanah gedung pusat riset tsunami oleh
pedagang kaki lima sebagai lapak dagang disebabkan karena tidak memiliki
modal yang besar untuk menyewa toko akhirnya para pedagang kaki lima
memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat untuk berdagang. dan juga para
pedagang kaki lima merasa lokasi tersebut cocok karena termasuk lokasi
yang strategis dan masyarakat ramai melintasi jalan tersebut. Sehingga
menarik pedagang untuk berjualan di lokasi tersebut.’

Berdasarkan pengakuan salah seorang PKL memanfaatkan area lahan
ini karena tidak perlu membayar sewa lahan untuk berjualan. Lazimnya
pihak PKL hanya membayar biaya listrik dengan nominal yang begitu besar
kurang lebih Rp 30.000/hari sehingga dapat dijangkau oleh pelaku usaha
UMKM ini yang modal yang dimiliki relatif kecil."

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa biaya tersebut tidak
dipungut oleh pihak pengelola gedung dan sepenuhnya digunakan untuk
kebutuhan operasional listrik lapak masing-masing. Pihak pengelola Gedung
Pusat Riset secara tegas tidak menyetujui keberadaan maupun aktivitas
perdagangan oleh PKL di kawasan tersebut, karena bertentangan dengan
fungsi utama gedung sebagai fasilitas publik untuk penelitian, mitigasi, dan
edukasi kebencanaan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pihak penyidik

satuan polisi pamong praja (Satpol-PP), menurut Marzuki bahwa dalam

% Hasil Wawancara Nurman Selaku Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gedung Pusat
Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, Pada Tanggal 18 Mei 2024.

1 Hasil Wawancara Dengan Gani Selaku Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gedung
Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, Pada Tanggal 18 Mei 2024.



penggunaan lahan di kawasan gedung pusat riset tsunami tidak ada
penyewaan terhadap lapak jualan dikawasan tersebut. Wilayah yang
digunakan oleh pedagang merupakan wilayah yang seharusnya dilarang
untuk dipergunakan karena mengganggu kenyamanan masyarakat setempat
dan juga mengganggu aktifitas lainnya.'!

Menurut Zakwan selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol-PP) Kota Banda Aceh, bahwa penggunaan lahan pada kawasan
gedung pusat riset tsunami tersebut tidak diizinkan untuk menggunakan
lahan gedung sebagai lapak untuk berjualan, jika ada itu harus ada kebijakan
dari pemerintah untuk membangun UMKM masyarakat sekitar.'

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, pedagang kaki lima
yang berjualan di area sekitar gedung pusat riset tsunami ini memiliki
konsumen yang banyak, pembelinya terutama dari warga yang melintas di
jalan depan gedung ini. Hal ini menyebabkan jalan diperlintasan wilayah ini
menjadi padat, bahkan kepadatannya dapat dilihat secara visual, dengan
banyaknya tenda-tenda PKL sebagai lapak jualan yang didirikan sehingga
menimbulkan pemandangan yang tidak nyaman dilihat. Hal ini tentu saja
menggangu masyarakat yang melintasi jalur ini dan menimbulkan
kekumuhan dan juga pencemaran lingkungan karena pembuangan sampah di
sekitarnya.

Berdasarkan kejadian diatas, maka diperlukan suatu penelitian
terhadap penggunaan lahan milik negara untuk tidak menyalah gunakan
lahan tersebut sebagai lokasi usaha pribadi, masih banyak dari pedagang kaki
lima melalukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan fungsi

pemanfaatan lahan milik negara. Dengan ini penulis mengangkat masalah

" Hasil Wawancara Dengan Marzuki Selaku Penyidik Satpol-PP Provinsi Aceh,
Pada Tanggal 21 Mei 2024.

12 Hasil wawancara dengan Zakwan selaku penyidik Satpol-PP Kota Banda Aceh,
Tanggal 21 Mei 2024.



tersebut menjadi karya ilmiah yang berjudul “Pemanfaatan Lahan Pusat
Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana oleh Pedagang Kaki Lima
Menurut Konsep Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3
Tahun 2007”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan
masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pedagang kaki lima memanfaatkan lahan tanah gedung
Pusat Riset Tsunami sebagai tempat lapak dagang?

2. Bagaimana aspek legalitas pemanfaatan lahan tanah gedung Pusat
Riset Tsunami Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Ulee Lheue
oleh pedagang kaki lima?

3. Bagaimana tinjauan konsep milk al-daulah terhadap penggunaan
lahan tanah gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana di

Ulee Lheue?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam riset harus relevan
dengan permasalahan penelitian yang telah penulis cantumkan di atas.
Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pedagang kaki lima menggunakan lahan tanah
gedung pusat riset tsunami sebagai tempat lapak dagang.

2. Untuk meneliti aspek legalitas pemanfaatan lahan tanah gedung pusat
riset tsunami badan penanggulangan bencana Aceh di Ulee Lheue
oleh pedagang kaki lima.

3. Untuk menganalisis tinjauan konsep milk al-daulah terhadap
penggunaan lahan tanah gedung pusat riset tsunami dan mitigasi

bencana di Ulee Lheue.



D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami istilah, maka penulis terlebih
dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi
ini, sehingga memudahkan pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan
dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Pemanfaatan lahan

Pemanfaatan lahan merujuk pada proses penggunaan tanah untuk
berbagai tujuan yang memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam aspek
ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Lahan dapat dimanfaatkan untuk
berbagai fungsi, seperti pertanian, perumahan, perdagangan, industri, ruang
terbuka hijau, serta infrastruktur publik. Pemanfaatan ini harus dilakukan
secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap
keseimbangan lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
pemanfaatan adalah proses, cara, atau hasil memanfaatkan sesuatu, sedangkan
lahan diartikan sebagai tanah yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu.
Dengan demikian, pemanfaatan lahan mengacu pada pengelolaan tanah
berdasarkan kebutuhan masyarakat sambil mempertimbangkan kelestarian
sumber daya alam.”

Pemanfaatan lahan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah
penggunaan lahan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima untuk
kepentingan pribadi.

2. Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana

Gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana dirancang sebagai
fasilitas strategis untuk mendukung penelitian, pendidikan, dan pengembangan
teknologi mitigasi bencana, khususnya tsunami. Lembaga ini bertujuan untuk
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah melalui kajian

mendalam berbasis data ilmiah. Dengan fasilitas canggih seperti laboratorium

1 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka,
2020), him. 768.



10

geologi, ruang simulasi bencana, serta pusat pemantauan dini, pusat riset ini
menjadi tempat para peneliti, akademisi, dan praktisi kebencanaan untuk
berkolaborasi dalam menyusun strategi mitigasi yang efektif.!

Gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana juga berperan dalam
edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Program sosialisasi dan pelatihan yang
diadakan oleh lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik
tentang risiko bencana serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
menghadapinya. Melalui fasilitas tersebut, gedung ini tidak hanya menjadi
tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai wadah
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi
bencana."

3. Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun
2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima
adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha
atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang atau
dipindahkan yang menempati tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota
atau pihak lainnya.'®

Pedagang kaki lima dalam skripsi yang penulis maksud adalah
pelaku usaha yang menggunakan lahan untuk berjualan, pelaku usaha
tersebut menggunakan lahan sehingga terjadinya ketidaknyamanan

masyarakat sekitar.

4 Rina Sari, Mitigasi Bencana Alam dan Peran Teknologi dalam Kesiapsiagaan
Masyarakat, (Jakarta: Alam Raya, 2019), him. 43.

15 Siti Aisyah, Edukasi Masyarakat untuk Mitigasi Bencana Alam, (Jakarta: Rakyat,
2019), him. 54.

' Pasal 1 Ayat (6) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang
Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
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4.  Milk al-daulah

Al-milk berasal dari Bahasa Arab yang berarti (penguasaan
terhadap sesuatu). A/-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta).
Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang
diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus
terhadap harta itu, sehingga i1a dapat melakukan tindakan hukum
terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara’.””

Sedangkan milk al-daulah adalah harta milik negara yang
didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan
kegunaannya untuk kepentingan umum.' Milk al-daulah yang penulis
maksud dalam skripsi ini adalah bangunan gedung pusat riset tsunami
dan mitigasi bencana yang telah dibangun oleh pemerintah di atas tanah
milik negara yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kajian Pustaka

Adapun tulisan atau kegiatan peneliti selalu bertitik tolak dari karya
ilmiah yang sudah ada. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali
informasi dari peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik
mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Oleh karena itu, kajian
pustaka dibuat untuk mendapatkan objek yang berbeda yang akan diteliti
dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi
pengulangan penelitian. Dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa tulisan
yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis kaji. Salah satu penelitian

yang dilakukan oleh:

17 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000). him. 31.
18 Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, dan Tujuan,
(Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004). hlm. 58.



12

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fakhrurrazi, mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Ar-
Raniry yang berjudul Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum
Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah. Penelitian tersebut
berfokus pada oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan
Gampong Rukoh, di antara yang menganggap dirinya telah berjasa dalam
pembersihan dan pemeliharaan terhadap perumahan Gampong Rukoh setelah
terjadinya kerusakan akibat tsunami. Beberapa bentuk penguasaan aset
Gampong Rukoh, yaitu oknum penduduk gampong menguasai perumahan
Gampong Rukoh dengan menempati rumah tersebut dan juga
menyewakannya kepada pihak lain, dan juga menempati perumahan tersebut
layaknya seperti rumah sendiri tanpa adanya sistem sewa-menyewa yang
seharusnya diberlakukan dengan membayar sejumlah uang untuk dijadikan
sebagai pendapatan gampong. Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum
masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan dalam Islam bila ditinjau
menurut konsep milk al-daulah dalam fikih muamalah, hal tersebut
dikarenakan tindakan ini menzalimi masyarakat gampong secara umum,
tindakan ini membawa kemudharatan bagi khalayak ramai khususnya
masyarakat Gampong Rukoh."

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis
kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep milk al-daulah.
Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang
penggunaan lahan milik negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
Sedangkan riset di atas tentang penguasaan aset gampong rukoh oleh oknum

masyarakat merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

1 Fakhrurrazi, “Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat
ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry, 2017).
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Husnul Mirzal, mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonoi Syari’ah Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry dengan judul Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan
Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota
Banda Aceh No 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala). Adapun
hasil dari penelitian ini membahas mengenai, Bentuk-bentuk penggunaan
tanah milik negara untuk kepentingan pribadi pada Kecamatan Syiah Kuala
terhadap fasilitas umum adalah dengan mendirikan bangunan permanen,
semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat
untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk
kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep
milk al-daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007,
dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan
menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Penggunaan fasilitas umum di
beberapa titik dalam wilayah hukum Kecamatan Syiah Kuala merupakan
perbuatan yang salah, melawan hukum dan berdosa jika ditinjau menurut
konsep milk al-daulah dalam Fikih Muamalah dan Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 03 Tahun 2007, hal ini dikarenakan praktek penggunaan fasilitas
umum di Kecamatan Syiah Kuala mengganggu ketertiban umum, menzalimi
hak pengguna jalan dan pejalan kaki, mencemari lingkungan dan mengurangi
keindahan tata kota.”

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis

kaji yaitu terletak pada pedagang kaki lima dan konsep yang digunakan yaitu

% Husnul Mirzal,” Penguasaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki
Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Study Penelitian di Kecamatan
Syiah Kuala)”, Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).
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konsep milk al-daulah. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian,
dalam skripsi ini berfokus pada pemanfaatan terhadap lahan gedung oleh
pedagang kaki lima. Sedangkan riset di atas berfokus pada beberapa lokasi
penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Chairina Sakinah Mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Ar-
Raniry yang berjudul Pemanfaatan Lahan Bantaran Krueng Aceh Pasca
Penataan Menurut Perspektif Milk al-Daulah (Studi Kasus di Kecamatan
Krueng Barona Jaya). Adapun hasil dari penelitian ini membahas mengenai,
penataan dan penertiban Sungai Krueng Aceh yang dilakukan oleh
masyarakat Krueng Barona Jaya yang dinilai telah menyalahi aturan, karena
didalam prosesnya tidak ada diantara mereka yang mengurus izin untuk
melakukan pemanfaatan lahan bantaran sungai kepada pihak balai wilayah
sungai Sumatera maupun kepada pihak desa dan kecamatan sehingga tidak
ada catatan data administrasi yang dilakukan. Pemanfaatan yang dilakukan
oleh masyarakat Krueng Barona Jaya merupakan perbuatan yang salah dan
melanggar hukum ditinjau dalam konsep milk al-daulah karena pemanfaatan
tanah milik negara hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk
kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi dan bertentangan
dengan Peraturan Menteri Peraturan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia.”!

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis
kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep milk al-daulah.
Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini berfokus terhadap lahan yang
dimanfaatkan oleh pegadang kaki lima sebagai tempat usaha berjualan.

Sedangkan riset diatas berfokus terhadap pemanfaatan bantaran sungai yang

2l Chairina Sakinah, “Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Pasca
Penataan Menurut Perspektif Milk Ad-Daulah (Studi Kasus di Kecamatan Krueng Barona
Jaya)”, Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).
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dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area tempat tinggal, beternak,
berkebun, mendirikan warung makanan, atau usaha-usaha lainnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurmasyitah mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam
Ar-Raniry yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Lahan
Dijadikan Lapak Jualan di Kawasan Ulee Lheue Banda Aceh dalam
Perspektif Milk Al-Daulah. Adapun hasil dari penelitian ini membahas
mengenai, Tindakan hukum yang dilakukan Pihak Satpol-PP mulai dari
himbauan dan larangan terhadap aktifitas penguasaan lahan jalan, jika ada
pelaku usaha yang melanggar maka akan diberikan edukasi dan sanksi untuk
memberikan efek jera karena penguasaan jalan oleh pedagang kaki lima
berimplikasi pada ketidaklancaran lalu lintas dan jelas bertentangan dengan
Pasal 4 tahun 2007. Bahkan menurut konsep milk al-daulah penguasan jalan
oleh pedagang kaki lima telah meredukasi fungsi jalan yang ditetapkan
syara’ sebagai area haq al-murur agar jalan dan area sekitarnya kembali ke
fungsi semula yaitu untuk area lalu lintas dan pendestrian.”

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis
kaji yaitu terletak pada penggunaan lahan oleh pedagang kaki lima dan juga
konsep yang digunakan yaitu konsep milk al-daulah. Adapun perbedaannya,
yaitu pada lokasi yang diteliti. Pada penelitian penulis lokasinya terletak di
gedung pusat riset tsunami, sedangkan penelitian diatas terletak di Ulee
Lheue.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anggie Wulandari mahasiswa
Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas
Islam Ar-Raniry yang berjudul Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik
Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Pemanfaatan

2 Nurmasyitah, “Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Lahan di jJdikan Lapak
Jualan di Kawasan Ulee Lheue Banda Aceh Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”, Skripsi,
(Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).
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Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usah di Mukim Tungkop). Adapun hasil dari
penelitian ini membahas mengenai, pendapatan masyarakat dari usaha yang
dilakukan di tanah tanggul irigasi di mukim Tungkop tergolong tidak legal
karena status tanah lahan tanggul irigasi sendiri ilegal dan tidak adanya surat
izin usaha baik dari pemerintah.

Dampak penggunaan tanggul irigasi sebagai tempat usaha secara
positif tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menambah pendapatan
masyarakat, sedangkan dampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian
masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga
kebersihan dengan membuang sampah kearea saluran air pada irigasi.
Perspektif milk al-daulah terhadap keabsahan pendapatan pemanfaatan
tanggul irigasi secara hukum tidak dapat dibenarkan karena masyarakat yang
memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentanggan dengan konsep milk al-
daulah itu sendiri dengan alasan pemanfaatan lahan irigasi tidak adanya izin
baik tertulis maupun secara lisan dan pendapatan yang diperoleh oleh
masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan
masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi
memperhatikan kepentingan masyarakat lan.”

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis
kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep milk al-daulah.
Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini berfokus terhadap penggunaan
lahan gedung merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
Sedangkan riset di atas berfokus terhadap pemanfaatan tanggul irigasi yang
dijadikan sebagai tempat usaha merupakan perbuatan yang salah dan

melanggar hukum.

# Anggie Wulandari, “Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam
Perspektif Milk Al-Daulah (Studi tentang Pemanfaatan Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usaha
di Mukim Tungkop)”, Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah seperangkat maupun tata cara yang
dilaksanakan pada suatu penelitian, metode penelitian sangat dibutuhkan
untuk mengarahkan penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.
Dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data
yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu yang
sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan
penulisan karya ilmiah tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, maka
diperlukan metode penelitian yang dipakai dalam menjelaskan suatu
permasalahan yang dikaji, yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis
empiris, dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan dengan
cara memperoleh atau menelaah data dari masyarakat dan juga meneliti
data primer*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui fakta hukum yang
ada dalam kehidupan sosial dan bagaimana hukum beroperasi dalam
kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini penting untuk dikaji aspek yuridis mengenai
ketentuan hukum dan kepatuhan pada kasus penguasaan lahan oleh
pedagang kaki lima, meliputi analisi terhadap penggunaan lahan sebagai
lokasi usaha yang dapat menganggu aktifitas masyarakat, analisis
terhadap regulasi yang mengatur terhadap penguasaan lahan, kebijakan
pemerintah dalam penguasaan lahan yang dijadikan sebagai lokasi usaha
serta upaya penegakan hukum untuk memastikan ketaatan terhadap aturan

yang berlaku dalam penguasaan lahan di gedung pusat riset tersebut.

# Ediwarman, Metode Penelitian Hukum, (Medan: PT. Sofmedia, 2015). hlm. 25.
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2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset penelitian
kualitatif (qualitative research) dengan analisis deskriptif.” Penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang akan digunakan
untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan fakta-fakta
tentang objek penelitian yang terjadi melalui informasi yang diperoleh
oleh penulis dari berbagai sumber tentang pemanfaatan lahan oleh
pedagang kaki lima yang dijadikan lokasi tempat berjualan barang
dagangan para pedagang kaki lima.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan
problematika penelitian dengan fokus penelitian pada kebiasaan PKL
berdagang pada wilayah yang dilarang sehingga efesiensinya akan
berkurang berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007
tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Banda Aceh.
Melalui metode deskriptif analisis, peneliti menetapkan bahwa
penguasaan terhadap lahan masih digunakan dan dimanfaatkan sebagai
tempat berjualan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian ini adalah subjek dari
mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data pada penelitian
ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data
sekunder.

a. Data Primer
Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian
lapangan (field research), yaitu data yang diperoleh langsung dari

responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung

» Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta: Erlangga,
2013), him. 12.
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ke lapangan, yaitu dengan cara mengadakan suatu objek penelitian
dengan meninjau penegakan hukum terhadap peguasaan lahan di
kawasan gedung pusat riset tsunami sebagai lokasi usaha serta
mengamati dan mencatat data-data yang diperlukan untuk memperoleh
informasi dan data yang valid juga sistematis.” Pada penelitian ini,
data primer diperoleh dari responden yaitu Keuchik Gampong Pie,
Kepala Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, para
Satpol-PP, dan para pedagang kaki lima secara langsung melalui
wawancara untuk keakuratan data.”’
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh
peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula
didefinisikan sebagai sumber data yang memperkuat data pokok.*® Data
sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul
data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.” Sumber data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh berupa buku-buku, skripsi,
jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang
menunjang proses penelitian.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
dapat dikategotikan sebagai telaah Pustaka dengan meriset literature
telah dipublikasikan berhubungan dengan milk al-daulah dan mengatur
tentang penguasaan lahan yang dijadikan sebagai lokasi dagang pleh

pedagang kaki lima.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya. 2006), hlm. 5.

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2017), him. 137.

3 Ibid, hlm. 402.

¥ Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.51.
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Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti
untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah
yang sedang dikaji. Peneliti melakukan penelitian tidak lepas dari
adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan,
informasi yang peneliti peroleh dari buku ilmiah, karangan ilmiah, dan
sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan
dengan penguasaan lahan oleh pedagang kaki lima menurut milk
al-daulah.

4. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta
untuk membahas persoalan yang ada, maka teknik pengumpulan data
yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan
yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang
suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.*® Wawancara
yang penulis lakukan adalah wawancara yang terstruktur, pada daftar
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, penulis melakukan
wawancara penguasaan lahan di kawasan gedung tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan
para pedagang kaki lima dan penyidik Satpol-PP Kota Banda Aceh
mengenal penguasaan lahan di gedung pusat riset tsunami dan
mitigasi bencana.

b. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka

pengumpulan data dalam suatu penelitian, observasi merupakan

30 Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh: Syiahkuala University
Press, 2013), him. 57.
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perbuatan jiwa yang aktif dan penuh perhatian agar bisa menyadari
suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan
yang sengaja dan sistematis.’'

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik observasi
nonsistematis, artinya observasi yang dilakukan tanpa rencana
terstruktur sehingga observer dapat menangkap apa saja yang diamati.
Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang
terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna
yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang
bersangkutan. Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati
kondisi terkini terhadap penguasaan lahan yang digunakan oleh
pedagang kaki lima untuk berjualan

5. Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang penguasaan lahan pusat riset
tsunami sebagai lokasi usaha menurut perspektif milk al-daulah
terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan
data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara,
observasi, dokumentasi, dan studi pustaka akan penulis klasifikasikan
dengan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar
memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil
temuan. Kemudian data yang diklafikasikan tersebut dengan metode
deskriptif analisis, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas
yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan
data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji
permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan

kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

31 Ibid, hlm. 59.
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6. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan
teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk
mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber
data seperti penguasaan lahan oleh pedagang kaki lima sebagai lokasi
usaha. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data
dengan teknik observasi dan dokumentasi yaitu pulpen, kertas dan kamera
untuk mencatat dan mengambil foto atau video mengenai apa saja yang
dilihat dari objek penelitian.
7. Pedoman Penulisan
Adapun pedoman penulisan karya ilmiah ini adalah buku pedoman
penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat
ulama, dan Al-Qur’an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh
Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut,
penulis dapat berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan

mudah dipahami.*

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulisan menggunakan sistematika
pembahasan untuk memudahkan penulisan, dengan demikian maka penulis
membaginya menjadi empat bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, didalamnya dipaparkan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan yang teriakhir

sistematika pembahasan.

32 Muhammad Siddiq, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17.
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Bab dua merupakan pembahasan teoristis mengenai problematika
penguasaan lahan yang dijadikan lapak jualan dikawasan lahan gedung pusat
riset tsunami dan mitigasi bencana.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang
dilakukan peneliti, yaitu penguasaan lahan yang dijadikan lapak jualan di
kawasan pantai Ulee Lheue.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang telah
dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini di anggap

perlu untuk menyempurnakan penulisan proposal ini.



